BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki kondisi
geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang
berpotensi terjadi bencana, sehingga diperlukan
kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana secara
cepat, tepat dan terencana;

b. bahwa kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana diatur
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor
8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kurang
optimal dalam pemenuhan penanggulangan bencana,
sehingga perlu ditingkatkan susunan organisasinya
agar mampu memberikan perlindungan kepada
masyarakat dalam penanggulangan bencana secara
berdaya guna dan berhasil guna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesla Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);



8.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
2008 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1087);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 228);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4
Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 234);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 336);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 228) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

(1)BPBD merupakan perangkat daerah dengan Klasifikasi A.



(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi, tugas dan fungsi,
dan tata kerja organisasi BPBD sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
3. Ketentuan Lampiran dihapus.
Pasal Il

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap
melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan
Peraturan Daerah ini.

Pasal III
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 30 Desember 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.
YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 237-10/2022



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 8

TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

UMUM

Jumlah kejadian bencana di Kabupaten Pasuruan tiap tahun
cenderung mengalami peningkatan, baik yang disebabkan oleh faktor alam
maupun non alam. Bencana bersifat multi-ancaman sehingga harus
ditangani secara multidisiplin, multisektor, dan multipihak. Penanggulangan
bencana merupakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang
harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana,
Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah yang menjalankan fungsi koordinasi,

komando, dan pelaksana di Kabupaten Pasuruan.

Mempertimbangkan Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu
daerah yang memiliki tingkat risiko bencana alam yang cukup tinggi,
kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana perlu peningkatan baik
dari segi kesiapsiagaan, mitigasi bencana, penyelenggaraan kedaruratan
serta rehabilitasi dan rekonstruksi dengan dukungan sumber daya yang

mumpuni.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan harus
dipersiapkan menghadapi tantangan penanggulangan bencana dimasa yang
akan datang. Pengembangan kapasitas kelembagaan perlu diupayakan
untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengakselerasikan
pelaksanaan penanggulangan bencana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu dilaksanakan
peningkatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang

mampu mengantisipasi ancaman bencana yang terjadi sesuai dengan



II.

kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten

Pasuruan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas
Pasal II

Cukup Jelas
Pasal III

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 344





